BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Peranan Hukum

[image: ]Secara umum, peranan hukum dapat diartikan sebagai fungsi dan kontribusi hukum dalam mengatur, membina, dan mengarahkan perilaku masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang tertib, adil, dan harmonis. Hukum berperan sebagai alat pengendali sosial (social control), sarana rekayasa sosial (social engineering), serta instrumen untuk menegakkan keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Dalam konteks yang lebih mendalam, peranan hukum mencakup dimensi normatif (aturan), institusional (lembaga pelaksana hukum), dan fungsional (cara hukum diterapkan dalam praktik). Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu hadir dalam dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang membentuk suatu masyarakat.9
Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan Di Indonesia Penelitian ini menghasilkan pengaruh dari beberapa tipologi kejahatan dan variabel non kejahatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita serta mengidentifikasi adanya dependensi spasial dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data cross section dengan Spatial Lag Model (SLM). Hasil penelitian menunjukkan terdapat autokorelasi spasial negatif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Kejahatan pembunuhan dan tenaga kerja memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita secara negatif dan signifikan. Sementara itu, variabel kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi, pengeluaran pemerintah daerah, angka harapan
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hidup, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
[image: ]Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/ Daerah Istimewa Yogyakarta Temuan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemiskinan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kriminalitas yang ada di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.10
Analisis Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kriminalitas Di Jawa Timur Penelitian ini bertujuan untuk menemukan mengetahui hubungan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Jawa Timur. Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kriminalitas sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, jumlah penduduk kepadatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Pusat Badan Statistik (BPS).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDB per kapita, kepadatan penduduk, kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kejahatan di Jawa Timur. Jadi faktor itu Pengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel ekonomi.11
Kondisi perekonomian Indonesia dalam perkembangannya sampai dengan saat

10Kuncoro, M. (2010). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
11 BPS Jawa Timur. (2023). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
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ini merupakan gambaran dari suatu proses panjang sebagai sebuah indikator efektivitas dari kinerja pemerintahan saat itu yang dipimpin oleh seorang presiden beserta kabinetnya. Dengan mengacu pada artikel jurnal ‘Survey on Recent Development´dan beberapa sumber serta artikel pendukung yang dimasukkan dalam referensi, maka diharapkan kajian ini dapat membahas tentang topik yang dipilih sebagai judul paper ini.12
[image: ]Terkait dengan kinerja dari tim ekonomi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono setelah reshuffle pada awal Desember 2006 kemarin, publik cenderung menunjukkan sentimen yang positif akan susunan yang baru. Pada artikel Kuncoro disebutkan bahwa kecenderungan pergantian ini dilakukan adalah karena munculnya persepsi publik tentang kinerja sebelumnya yang kurang efektif dengan berbagai alasan / latar belakangnya. Bagaimanapun ada beberapa hal yang disebutkan menjadi penyebab persepsi ini, yaitu lambatnya pembayaran atau pengeluaran pemerintah berdasarkan anggaran yang direncanakan (ditunjukkan dengan angka pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi pada semester awal 2005), kondisi ini menyebabkan departemen-departemen pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat memaksimalkan utilisasi dari anggaran yang telah tersedia.13
Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena Internasional. Pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan maknanya karena melepaskan dirinya dari konsep masyarakat sebagai suatu totalitas yakni dari tempat

12 Thee, Kian Wie. (2006). Policies and Trends in Indonesian Industrial Development. Survey of Recent Developments. Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), 42(3), 313–336.

13 Wiyani, Novan Ardy. 2014. “Save Our Children From School Bullying”. Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA.

kejadian dan pemahaman kejahatan itu, sedangkan kejahatan sebagai gejala sosial selalu merupakan kejahatan dalam masyarakat yang merupakan keseluruhan proses-proses sosial, budaya, politik, ekonomi, dan struktur yang ada di dalamnya, dan yang kesemuanya merupakan hasil dari sejarah hubungan antar manusia.
[image: ]Dengan demikian untuk dapat memahami masalah kejahatan di negara kita, perlu diperhatikan pula keseluruhan proses-proses tersebut di atas yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengingat pengertian kejahatan yang relatif dan jauh dari pengertian yang absolut, Peningkatan kekerasan terjadi seiring dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai sifat individualis manusia. Dalam kehidupan sosial, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Melalui hukum, norma-norma sosial yang bersifat tidak tertulis dapat dilembagakan dan diberi kekuatan mengikat.
Hukum juga menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik sosial secara adil dan damai. Misalnya, dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menetapkan aturan-aturan mengenai hak milik, tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap perilaku yang merugikan orang lain seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan. Tanpa hukum, masyarakat akan cenderung hidup dalam kondisi anarki, di mana hukum rimba berlaku dan pihak yang kuat akan menindas yang lemah. Selain itu, hukum juga memainkan peranan dalam membentuk karakter masyarakat melalui pendidikan hukum (legal awareness). Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin tertib pula kehidupan sosial yang dapat diwujudkan.14
Dalam bidang politik, hukum menjadi dasar bagi pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan. Sistem pemerintahan demokratis, misalnya, sangat

14Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

bergantung pada supremasi hukum (rule of law) untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
[image: ]Konstitusi sebagai hukum dasar negara mengatur struktur kekuasaan, mekanisme pemilihan umum, pembagian wewenang, serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga memainkan peran sentral dalam menjamin keadilan politik, seperti menjamin kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih, serta perlindungan terhadap oposisi politik. Tanpa hukum yang adil dan transparan, proses politik akan cenderung manipulatif dan tidak demokratis. Contoh konkret dari peranan hukum dalam politik adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, serta lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menegakkan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi politik.
Dalam ranah ekonomi, hukum berperan untuk menciptakan kepastian dan stabilitas yang diperlukan bagi dunia usaha. Hukum menyediakan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku ekonomi, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen, serta pengaturan tentang kontrak, perbankan, investasi, dan pasar modal. Dengan adanya hukum ekonomi dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kegiatan bisnis dapat berjalan secara tertib, adil, dan efisien.
Hukum juga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum terhadap investor, baik dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan kepada konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman dan sesuai standar. Di sisi lain, hukum juga menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti penipuan atau eksploitasi terhadap

konsumen. Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM).15
[image: ]Hukum menetapkan batasan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, serta memberikan mekanisme perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi juga mengenai prinsip keadilan dan moralitas. Negara yang menganut prinsip negara hukum wajib memastikan bahwa setiap warganya mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM di Indonesia memiliki mandat untuk mengawasi, menyelidiki, dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pengadilan juga menjadi arena penting dalam memastikan bahwa hak individu dijaga sesuai hukum nasional dan internasional. Di era modern, hukum juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui hukum lingkungan, negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak ekosistem dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peraturan ini mewajibkan pelaku industri untuk melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan kata lain, hukum berfungsi sebagai alat preventif maupun represif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Ruang lingkup peranan hukum sangat luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial,

15 Friedman, Lawrence M. (2001). Law in a Changing Society. Berkeley: University of California
Press.

politik, ekonomi, hingga perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Keberadaan hukum sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab. Untuk itu, pemahaman dan penghormatan terhadap hukum harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, serta didukung oleh sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga pelindung dan pembentuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
B. [image: ]Ruang Lingkup Peranan Hukum

Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Sebagai sistem norma yang mengatur tata kehidupan bersama, hukum memiliki peranan yang sangat luas. Peranan tersebut tidak hanya terbatas pada mengatur perilaku individu, melainkan juga mencakup pengaturan hubungan antarlembaga, hubungan negara dengan warga negara, serta pengaruhnya terhadap pembangunan dan perubahan sosial. Untuk memahami secara menyeluruh fungsi hukum dalam kehidupan, perlu dijelaskan ruang lingkup peranan hukum yang menunjukkan bidang-bidang atau aspek-aspek di mana hukum berperan aktif.
Ruang lingkup peranan hukum dalam masyarakat sangat luas dan mencakup berbagai aspek, termasuk penegakan hukum, pencegahan kejahatan, perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian sengketa, serta pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Peranan hukum juga penting dalam mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, peranan hukum dapat membantu meningkatkan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, peranan hukum mencakup kegiatan penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Peranan hukum juga penting dalam mencegah kejahatan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan memberikan sanksi yang efektif terhadap pelaku

kejahatan.
[image: ]Selain itu, peranan hukum juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas keadilan. Peranan hukum dapat membantu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa, peranan hukum dapat membantu menyelesaikan konflik antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat dan pemerintah.
Peranan hukum dapat membantu menemukan solusi yang adil dan efektif untuk menyelesaikan sengketa. Pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat juga merupakan aspek penting dari peranan hukum. Peranan hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan memberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban masyarakat. Dengan demikian, peranan hukum dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan mengurangi tingkat kejahatan.16
C. Kondisi Ekonomi

Gambaran Umum Kondisi Ekonomi saat ini berada dalam situasi yang cukup menantang dan dinamis, ditandai oleh berbagai faktor yang saling memengaruhi antara satu negara dengan negara lainnya. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, banyak negara mengalami kontraksi ekonomi yang dalam, diikuti oleh fase pemulihan yang tidak merata. Meski sebagian besar negara telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, proses tersebut masih dibayangi oleh ketidakpastian global yang tinggi.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat inflasi yang masih relatif tinggi di sejumlah negara, akibat gangguan rantai pasokan global, kenaikan

16Soerjono Soekanto. (2007). Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

harga energi dan pangan, serta lonjakan permintaan yang tidak diimbangi oleh kapasitas produksi yang memadai. Untuk menekan inflasi, berbagai bank sentral, terutama Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), menerapkan kebijakan moneter ketat melalui kenaikan suku bunga acuan. Hal ini berdampak pada kondisi likuiditas global, memperkuat nilai mata uang dolar AS, dan memberikan tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
[image: ]Selain itu, ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan konflik di Timur Tengah, juga turut memperburuk situasi ekonomi dunia dengan memicu ketidakstabilan harga komoditas global, terutama minyak dan gas. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim mulai menjadi faktor ekonomi yang nyata, dengan bencana alam yang lebih sering terjadi dan mulai mengganggu aktivitas produksi serta distribusi.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, masih terdapat peluang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Transformasi digital yang semakin cepat menciptakan potensi baru dalam sektor teknologi informasi, e-commerce, dan layanan keuangan digital. Selain itu, upaya global menuju transisi energi hijau memberikan dorongan terhadap investasi di sektor energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Negara-negara berkembang pun mulai menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui reformasi struktural, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor UMKM.
Secara khusus di Indonesia, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang relatif baik dibandingkan banyak negara lain. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tetap positif, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang stabil, investasi yang tumbuh, dan ekspor komoditas utama seperti batubara, kelapa sawit,

dan nikel yang masih kuat.17
[image: ]Pemerintah juga menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif namun hati-hati, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan stimulus sektor riil. Meskipun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat, mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi saat ini berada dalam fase transisi yang memerlukan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dituntut untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong produktivitas nasional, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan demi masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Kondisi ekonomi suatu negara merupakan cerminan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup kondisi ekonomi sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek yang melibatkan interaksi antara pelaku ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasar global. Untuk memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh, penting untuk menelaah beberapa komponen utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca perdagangan, stabilitas keuangan, dan distribusi pendapatan. Pertama-tama, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menggambarkan sejauh mana perekonomian suatu negara berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu.18
Peningkatan PDB biasanya menandakan bahwa aktivitas ekonomi mengalami

17Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan Menurut Pengeluaran (Lapangan Usaha). Jakarta: BPS.
18Mankiw, N. G. (2021). Principles of Economics (9th ed.). Boston: Cengage Learning.

[image: ]ekspansi, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang merata, sebab pertumbuhan tersebut bisa terkonsentrasi hanya pada sektor-sektor tertentu atau wilayah geografis tertentu saja. Selanjutnya, inflasi juga merupakan komponen penting dalam menilai kondisi ekonomi. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang moderat dianggap sehat bagi perekonomian karena mendorong konsumsi dan investasi. Namun, inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Sebaliknya, deflasi atau penurunan harga secara umum bisa menandakan lesunya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi salah satu target utama dalam kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral. Tingkat pengangguran juga menjadi indikator krusial dalam mengukur kondisi ekonomi. Tingginya angka pengangguran menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja, yang bisa disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat, perubahan teknologi, atau ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan kebutuhan industri. Pengangguran yang tinggi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan, karena mengurangi pendapatan nasional dan menambah beban sosial pemerintah. Komponen lain yang tak kalah penting adalah neraca perdagangan, yang mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Neraca perdagangan mencatat nilai ekspor dan impor suatu negara. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, sedangkan defisit perdagangan menunjukkan sebaliknya.
Negara yang memiliki defisit perdagangan kronis bisa mengalami tekanan

[image: ]pada nilai tukar mata uangnya dan ketergantungan terhadap pembiayaan dari luar negeri. Di sisi lain, ekspor yang kuat menunjukkan daya saing produk domestik di pasar global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka kondisi ekonomi yang lebih luas, stabilitas sistem keuangan merupakan aspek yang sangat vital. Sistem keuangan yang sehat akan mampu mendukung aktivitas ekonomi melalui penyaluran dana dari pihak yang surplus ke pihak yang defisit. Ketika stabilitas keuangan terganggu, seperti dalam krisis perbankan atau gejolak pasar modal, maka hal tersebut dapat menimbulkan efek domino yang merugikan sektor riil dan menghambat pertumbuhan ekonomi.19
Oleh karena itu, pengawasan sektor keuangan menjadi prioritas utama bagi otoritas moneter dan fiskal. Tak kalah pentingnya adalah distribusi pendapatan yang mencerminkan sejauh mana kekayaan dan penghasilan tersebar secara merata di masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan bisa menyebabkan kesenjangan sosial yang tajam, memicu konflik, dan menurunkan kualitas pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang dapat meningkatkan inklusi ekonomi, seperti reformasi pajak, perlindungan sosial, dan investasi di sektor pendidikan serta kesehatan. Kondisi ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran dan penerimaan negara melalui pajak, subsidi, serta belanja negara. Sementara itu, kebijakan moneter berfokus pada pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Kombinasi kedua kebijakan ini harus dijalankan secara sinergis untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, globalisasi ekonomi dan keterbukaan pasar telah
membawa dimensi baru dalam analisis kondisi ekonomi. Kinerja ekonomi domestik

19Tambunan, Tulus T. H. (2014). Perekonomian Indonesia: Masalah dan Prospek. Jakarta: Ghalia Indonesia.

kini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, seperti fluktuasi harga komoditas, krisis keuangan internasional, serta perubahan kebijakan perdagangan negara-negara besar. Ketergantungan terhadap pasar ekspor, aliran modal asing, dan perkembangan teknologi digital juga menambah kompleksitas dalam menilai kondisi ekonomi secara holistik.
[image: ]Di era modern ini, muncul pula perhatian terhadap ekonomi berkelanjutan atau green economy, yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Aktivitas ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan akan membawa dampak jangka panjang yang merugikan, seperti bencana iklim dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, pengukuran kondisi ekonomi juga mulai mempertimbangkan indikator-indikator non-konvensional, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kebahagiaan, dan indeks keberlanjutan lingkungan. Dalam kesimpulannya, ruang lingkup kondisi ekonomi mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga dinamika global dan kelestarian lingkungan. Analisis yang komprehensif terhadap kondisi ekonomi diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan. Dengan memahami berbagai dimensi ini, negara dapat membangun perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan masa depan.
1. Pengertian Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan gambaran menyeluruh tentang situasi dan keadaan ekonomi suatu wilayah yang mencakup berbagai aspek mulai dari produksi, konsumsi, distribusi, lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah.20 Kondisi ini

20Sukirno, S. (2016). Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

bersifat dinamis dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal. Dengan memahami kondisi ekonomi secara lengkap, berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat luas dapat mengambil keputusan yang tepat demi mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan bersama.
[image: ]Secara konsep, ekonomi dalam istilah merupakan studi tentang bagaimana Suatu masyarakat memilih untuk menggunakan sumber-sumber daya untuk Menghasilkan atau memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta Mendistribusikan barang dan jasa tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi.21 Kondisi ekonomi merupakan suatu keadaan presentase ekonomi keluarga yang Bisa diukur dari penggunaan finansial dalam periode tertentu.22 Kondisi ekonomi Meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan, tabungan atau kekayaan, utang, Kemampuan dan sikap terhadap belanja sangat mempengaruhi kebutuhan hidup Sehari-hari. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi Yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional.
Para konsumen akan berusaha memaksimalkan keinginannya selama kemampuan Finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif Produk yang dapat memnuhi kebutuhan mereka.23 Selama utilitas marjinal (marginal utility) yang diperoleh dari pembelian produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan, orang-orang akan membeli suatu produk Tersebut. Perbedaan sosial ekonomi juga akan mempengaruhi keinginan atau Kebutuhan seseorang.
Seseorang yang mempunyai ekonomi tinggi akan lebih Mudah mendapatkan


21Parkin, M. (2016). Economics (11th ed.). Boston: Pearson.
22Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Modul Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga 2022. Jakarta: BPS.
23Sukirno, S. (2021). Pengantar Teori Ekonomi Mikro (Edisi Keempat). Jakarta: Rajawali Pers

apa yang menjadi keinginannya, dan sebaliknya apabila Seseorang yang memiliki ekonomi rendah maka seseorang tersebut akan sulit Mendapatkan apa yang menjadi keinginannya.24 Keadaan ekonomi setiap orang berbeda-beda dan bertingkat, ada yang Keadaan ekonominya tinggi, sedang, dan rendah.
[image: ]Sosial ekonomi menurut Abdusyani adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia Yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan. Soerjono Soekanto ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan Dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta Kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.
2. Ruang Lingkup Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi merupakan gambaran menyeluruh mengenai keadaan sistem ekonomi suatu wilayah atau negara pada suatu waktu tertentu. Untuk memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh, kita perlu melihat ruang lingkupnya, yaitu aspek-aspek utama yang menjadi indikator dan penentu kondisi tersebut. Ruang lingkup ini tidak hanya meliputi aspek ekonomi murni, tapi juga berhubungan erat dengan faktor sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang saling memengaruhi dalam proses dinamika ekonomi.
3. Permasalahan Dan Potensi Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian individu dan menentukan kualitas suatu bangsa. Dalam konteks pembangunan sosial dan nasional, keluarga berperan sebagai fondasi utama dalam proses pendidikan nilai, pembentukan karakter, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagaimana lembaga sosial

24Boediono. (2019). Ekonomi Mikro (Edisi Revisi). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

lainnya, keluarga juga menghadapi berbagai tantangan atau permasalahan yang bisa menghambat fungsinya. Di sisi lain, keluarga juga menyimpan potensi besar yang apabila diberdayakan secara optimal, mampu menjadi kekuatan utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan beradab.
[image: ]Aspek yang dijadikan sebagai pokok bahasan tentang Permasalahan dan Potensi Keluarga Pasca (PKP) pada dasarnya mempunyai keterkaitan erat dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi/merespons kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan. Berdasar data dan informasi yang terhimpun dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:25
a. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar berkaitan erat dengan usia, pendidikan, keterampilan, dan relasi sosial. Aspek-aspek dimaksud umumnya telah dijadikan sebagai tuntutan managemen khususnya untuk pekerjaan di sektor formal. Berdasarkan data hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Keluarga yang dapat dijumpai dalam penelitian ini umumnya adalah keluarga muda. Dari aspek usia, umumnya anggota keluarga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berusia 30 tahun ke atas. Dari 60 orang yang dijumpai dalam penelitian.
b. Kemampuan Keluarga dalam Pelaksanaan Peran Sosial, Kemampuan peran sosial yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat dari frekuensi keikut sertaan keluarga dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan di lingkungannya.
4. Peran Negara/Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi

Salah satu teori yang membahas peranan Negara yang dikuasakan oleh Hukum untuk  mendorong  dinamika  kegiatan  pembangunan  ekonomi  yaitu  teori  yang

25Suprapto, B. (2019). Sosiologi Keluarga: Konstruksi Teori dan Realitas Kehidupan Rumah Tangga di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dikemukakan oleh F. Friedmann. Geelhoed dan Zilstra yang dikombinasikan oleh Suhardi Gunarto dalam tiga tipology atau katagori peranan Negara atas nama hukum yakni:26
a. Negara bertindak sebagai regulator (sturende) dan jury (wasit) dengan memakai instrument Hukum Administrasi yang umum dan individual khusus;
b. [image: ]Negara bertindak sebagai the presterende (Penyedia atau provider) dari berbagai keperluan para warga negaranya yang menurut Zijlstra dapat berupa tindakan yang masuk dalam tipology pemberian tunjangan social dan tindakan lainnya yang mengarah pada sociale rechtstaat.
Geelhoed menyebut fungsi ini sebagai de presterende yang masuk dalam katagori penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini Friedmann juga menyebut dalam bahasanya fungsi provider ini merupakan perwujudan dan tugas pokok Negara dalam sistim social welfarestate seperti yang terjadi pada kebanyakan Negara-negara barat melalui berbagai peraturan yang disebutkan dalam kelompok social security act, health insurance act dan lain-lain.27
Peranan Negara sebagai interpreneur atau pengusaha. Ini dilakukan oleh Negara dengan membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang disamping melaksanakan fungsi sebagai agent of development juga harus mampu berusaha untuk membiayai usahanya secara mandiri (tidak masuk dalam anggaran belanja pemerintah) dan memberikan manfaat bagi negara dengan membayar pajak pendapatan sebagaimana umumnya badan usaha lainnya.
Eksistensi hukum secara langsung dalam bidang ekonomi yang direfleksikan

oleh  peran  negara  tersebut,  secara  factual  dapat  dilihat  pada  peran  Hukum

26Gunarto, S. (2018). Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Paradigma Baru dalam Peranan Negara Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

27Friedmann, W. (2001). The State and the Rule of Law in a Mixed Economy.

[image: ]administrasi Negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi karena hukum administrasi negara adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara. Salah satu kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi Negara misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan otoritas meneter yang mempengaruhi prekonomian melalui jumlah uang beredar. Yang dipengaruhi adalah stabilitas kurs dan inflasi.
Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan menaikkan harga barang atau menaikkan suku bunga agar animo masyarakat menurun dan daya tabung menjadi tinggi. Demikian contoh pentingnya campur tangan hukum yang direfleksikan sebagai pemerintah atau negara. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah harus terukur artinya pemerintah memperhitungkan sampai sejauh mana campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan tiga peranan yaitu :
(1) sebagai regulator.

(2) sebagai Penyedia.

(3) sebagai pengusaha.

Sedangkan fungsi yang paling penting dari hukum adalah memberikan kepastian tentang tindakan relasi dalam melakukan hubungan ekonomi. Tugas utama dari pemerintah adalah menjalankan hukum. dan fungsi utama dari hukum adalah social progress and better standards of life. Sistem ekonomi liberal mengajarkan bahwa individu (privat) harus diberi kebebasan seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi (kebebasan berusaha) dan pemerintah sebaiknya tidak terlalu mencampuri kegiatan ekonomi warganya.
Prinsip liberalisme ini sangat sangat menjunjung tinggi kebebasan dan hak-

hak individual. Sistem ini mengakibatkan tersingkirnya individu yang lemah dari pesainnya dan menguntungkan para pemilik modal. Sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan yang dianut di Indonesia menghendaki pemerintah diberi peran penting dalam kegiatan ekonomi demi kepentingan masyarkat luas (public).
[image: ]Dengan demikian ada ketidaksesuaian antara system ekonomi liberal dengan system ekonomi kekeluargaan. Pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat lambat jika dibandingkan dengan pembangunan bidang ekonomi. Akibat dari itu pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat. Khususnyaa pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan hukum sering disimpangi demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan ekonomi seperti kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat, kolusi antara pengusaha dan pejabat, ekonomi biaya tinggi, korupsi dan sebagainya.
Bagaimanapun pembangunan ekonomi haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ismail Saleh mengatakan bahwa memang benar bahwa ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang penopang kemajuan bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan social dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi rakyat banyak.
5. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Sir William Blackstone seorang professor pertama hukum di oxford University, pengacara dan hakim di Inggris pernah menulis bahwa : “For as God,

when He created matter, and endued it with a principle of mobility, established certain rules for the perpetual direction of that motion; so, when he created man, and endued him with free will to conduct himself in all parts of life, He laid down certain immutable laws of human nature, whereby that free will is in some degree regulated and restrained, and gave him also the faculty of reason to discover the purport of those laws.28
[image: ]ketika Dia (Tuhan) menciptakan manusia, dan memberikan karunia kebebasan kepadanya untuk menentukan apapun dalam hidupnya. Dia menurunkan sejumlah hukum abadi yang sifatnya manusiawi yang melaluinya kebebasan manusia diatur dan dibatasi, serta memberikan kepadanya kekuatan akal budi untuk menemukan maksud tersembunyi dari hukum-hukum tersebut).” Makna yang dapat dipahami dari komentar Sir William Blackstone tersebut adalah bahwa hukum pada hakekatnya merupakan kodrat yang menyertai kebebasan yang dianugrahkan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, Hukum Tuhan tiada bandingannya, manusia hanyalah menafsirkan dan seharusnya menyesuaikan tingkah lakunya terhadap hukum itu, tetapi tidak membuat hukum sendiri yang didasarkan pada kehendak bebasnya yang justru bertentangan dengan hukum Tuhan.
Pembangunan ekonomi menurut Baldwin diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan percapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu :
1. Pembangunan ekokonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
2. usaha meningkatkan pendapatan per-kapita.

28Blackstone, W. (2001). Commentaries on the Laws of England (Reprint Edition). London: Cavendish Publishing.

3. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.29
D. Tingkat Kejahatan
1. Pengertian kejahatan dan kekerasan
[image: ]Kejahatan merupakan salah satu fenomena sosial yang memiliki dampak serius bagi individu, masyarakat, dan negara. Untuk memahami kejahatan secara komprehensif, perlu menelaah definisi dari berbagai sudut pandang, baik hukum, sosial, maupun psikologis, Definisi Kejahatan Secara Umum.
Secara umum, kejahatan (crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan oleh negara dan dapat dikenai sanksi atau hukuman berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Kejahatan adalah tindakan yang tidak hanya merugikan individu tertentu tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas, Definisi Kejahatan Menurut Para Ahli.30
Sutherland dan Cressey (Sosiologi Kriminal): Kejahatan adalah setiap tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi berupa hukuman. Kejahatan adalah suatu tindakan yang secara resmi dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Encyclopedia Britannica: Kejahatan adalah suatu perbuatan yang secara ilegal merugikan orang lain atau masyarakat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.31
2. Ciri – Ciri Kejahatan

Melanggar hukum pidana: Kejahatan selalu berkaitan dengan pelanggaran norma hukum yang diatur secara resmi.
a. Dikenai sanksi pidana, Pelaku kejahatan dapat dikenai hukuman seperti penjara,

29Baldwin, R. E. (1992). Economic Development and Income Distribution. London: Harcourt Brace Jovanovich.

30Andi Hamzah. (2020). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
31Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (2019). Prinsip-Prinsip Kriminologi (Terjemahan oleh Soerjono Soekanto). Jakarta: Prenadamedia Group.

denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
b. Merugikan masyarakat, Kejahatan tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat.
c. Adanya niat (mens rea) Dalam banyak kasus, untuk dikatakan sebagai kejahatan, tindakan harus disertai dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian.
[image: ]Kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, serta dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun kelompok secara fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Fenomena kejahatan tidak hanya dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, tetapi juga dari ciri-ciri yang melekat pada tindakan tersebut, baik dari aspek moral, hukum, niat pelaku, maupun dampaknya terhadap ketertiban sosial.
Pemahaman mendalam terhadap ciri-ciri kejahatan penting dilakukan untuk membedakan antara tindakan kriminal dan pelanggaran hukum biasa, serta untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Salah satu ciri utama dari kejahatan adalah adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, yang berarti bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain dapat disebut sebagai kejahatan jika tidak ada aturan hukum yang dilanggar. oleh karena itu, eksistensi hukum positif menjadi tolok ukur utama dalam menentukan legalitas suatu tindakan. Sebagai  contoh,  tindakan  pencurian,  pembunuhan,  pemerkosaan,  dan  korupsi

semuanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Selain pelanggaran terhadap hukum, kejahatan juga memiliki ciri berupa adanya kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dari pelaku dalam melakukan tindakan kriminal tersebut.
[image: ]Dalam konteks ini, niat jahat mengacu pada kesadaran pelaku bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat yang merugikan, namun tetap dilakukan secara sadar dan sukarela. Niat jahat menjadi unsur penting yang membedakan antara kejahatan dan kecelakaan, karena dalam kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan meskipun perbuatannya mungkin menyebabkan kerugian.
Misalnya, perbedaan antara membunuh karena kelalaian dan membunuh karena direncanakan secara matang menunjukkan perbedaan yang mendasar dalam intensitas kejahatan. Ciri berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya akibat yang merugikan bagi korban atau masyarakat, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.
Kejahatan pada umumnya menimbulkan dampak yang nyata, seperti hilangnya harta benda, rusaknya fisik dan mental korban, atau terganggunya ketertiban dan keamanan sosial. Kejahatan tidak berdiri sendiri sebagai tindakan individual, tetapi memiliki konsekuensi sosial yang luas, sehingga keberadaannya menjadi ancaman terhadap stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana, kerugian atau akibat yang ditimbulkan menjadi salah satu dasar dalam menentukan tingkat keparahan hukuman. Lebih jauh lagi, kejahatan seringkali bersifat melawan moral atau bertentangan dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti bahwa tindakan kriminal tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga dianggap bertentangan dengan hati nurani kolektif.
Dalam  banyak  budaya,   pembunuhan,  pemerkosaan,  pencurian,  dan

pengkhianatan dianggap sebagai tindakan amoral yang tidak hanya dilarang oleh hukum, tetapi juga dikutuk oleh norma sosial dan agama. Kejahatan dalam hal ini menciptakan ketegangan antara pelaku dan lingkungan sosialnya, karena masyarakat melihat pelaku sebagai ancaman terhadap nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi secara kolektif.
[image: ]Ciri khas lainnya dari kejahatan adalah dilakukannya perbuatan tersebut dengan kesadaran bahwa tindakannya salah, tetapi tetap dilakukan karena adanya dorongan tertentu, baik berupa keuntungan pribadi, dorongan emosi, tekanan ekonomi, dendam, atau gangguan psikologis. Dalam kriminologi, perilaku kriminal seringkali dikaitkan dengan motif atau latar belakang pelaku, yang bisa bersifat individual maupun struktural. Dengan kata lain, kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan suatu manifestasi dari kondisi psikologis, sosial, atau ekonomi yang kompleks.32 Oleh karena itu, pemahaman terhadap ciri kejahatan juga harus disertai dengan analisis terhadap faktor-faktor penyebabnya. Kemudian, kejahatan memiliki potensi untuk berulang atau ditiru oleh individu lain, terutama jika sistem hukum tidak memberikan efek jera yang cukup kuat kepada pelaku.
Hal ini menandakan bahwa kejahatan memiliki sifat menular dalam masyarakat, di mana tindakan kriminal yang tidak ditindak secara tegas bisa menjadi preseden buruk bagi anggota masyarakat lainnya. Misalnya, kejahatan korupsi yang tidak dihukum secara adil akan melemahkan kepercayaan publik terhadap keadilan, sekaligus memberi ruang bagi perilaku serupa untuk terus berkembang. Oleh karena itu, salah satu ciri penting dari kejahatan adalah kemampuannya untuk mengganggu sistem sosial secara luas dan menciptakan budaya permisif terhadap pelanggaran hukum. Selain  itu,  kejahatan juga dicirikan oleh adanya pelaku  yang dapat

32 Kartini Kartono. (2017). Kriminologi. Bandung: Alumni.

dipertanggungjawabkan secara hukum, baik sebagai individu maupun kelompok.
[image: ]Dalam proses peradilan pidana, identifikasi terhadap pelaku dan bukti keterlibatan sangat penting untuk membuktikan bahwa suatu perbuatan benar-benar merupakan kejahatan. Tanpa adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka tindakan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman secara sah. Oleh sebab itu, dalam pengertian hukum pidana, kejahatan harus mencakup unsur perbuatan, niat, akibat, serta pelaku yang sadar akan perbuatannya.
Sebagai tambahan, kejahatan juga sering kali dilakukan secara terorganisir, terutama dalam bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Kejahatan terorganisir ditandai dengan adanya struktur yang sistematis, peran yang terdistribusi, serta tujuan yang jelas untuk memperoleh keuntungan ilegal dalam skala besar. Ciri ini membedakan antara kejahatan individual dan kejahatan kolektif yang memiliki dampak lebih luas dan kompleks dalam penanganannya. Tidak kalah pentingnya, kejahatan menimbulkan kebutuhan terhadap intervensi hukum dan penegakan keadilan, yang berarti bahwa keberadaan kejahatan mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah represif maupun preventif dalam rangka menjaga ketertiban umum.
Ciri ini menunjukkan bahwa kejahatan selalu memicu reaksi dari sistem hukum, baik dalam bentuk proses hukum pidana, rehabilitasi pelaku, perlindungan korban, maupun upaya pencegahan di masa depan. Kejahatan, dalam pengertian ini, bukan hanya sekadar pelanggaran perorangan, melainkan isu sosial yang harus diatasi secara sistematis dan berkesinambungan.
3. Jenis – jenis Kejahatan

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat, karena sepanjang sejarah peradaban manusia, tindakan yang melanggar

[image: ]hukum dan merugikan pihak lain selalu ada dalam berbagai bentuk dan latar belakang. Kejahatan pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan kriteria tertentu seperti motif pelaku, cara pelaksanaan, dampaknya terhadap korban, sifat organisasinya, serta wilayah hukum tempat kejahatan itu terjadi. Pemahaman terhadap jenis-jenis kejahatan menjadi sangat penting tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum agar dapat memahami ancaman yang dihadapi serta menyusun langkah-langkah preventif yang sesuai.
Salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah kejahatan konvensional, yaitu kejahatan yang bentuknya relatif sederhana, dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, dan biasanya bersifat fisik langsung terhadap korban.33
Contoh dari kejahatan konvensional antara lain pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penipuan. Kejahatan jenis ini sering menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana karena langsung merusak rasa aman masyarakat dan sering kali menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil.
Kejahatan konvensional cenderung terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dan sebagian besar bermotif ekonomi atau emosi sesaat. Selain kejahatan konvensional, terdapat pula kejahatan terorganisir yang merupakan tindakan kriminal yang dilakukan secara sistematis oleh sekelompok orang dalam jaringan yang rapi, terstruktur, dan berjangka panjang, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan besar secara ilegal.
Kejahatan terorganisir mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti perdagangan narkotika  dan  psikotropika,  penyelundupan  senjata,  prostitusi  terorganisir,

33Barda Nawawi Arief. (2019). Kejahatan dan Penanggulangannya. Jakarta: Prenadamedia Group.

[image: ]perdagangan manusia, dan perjudian ilegal. Ciri khas dari kejahatan ini adalah adanya pembagian tugas yang jelas dalam organisasi kriminal, pengaruh terhadap aparat hukum melalui suap atau ancaman, dan sering kali melibatkan kekerasan atau pemaksaan. Kejahatan terorganisir sangat sulit diberantas karena pelakunya menggunakan metode canggih dan tersembunyi, serta sering kali beroperasi lintas negara. Jenis lain yang semakin berkembang pesat di era digital adalah kejahatan siber (cyber crime), yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, untuk melakukan aksi ilegal yang bisa merugikan individu, organisasi, bahkan negara.
Bentuk kejahatan siber sangat beragam, mulai dari peretasan sistem komputer (hacking), pencurian identitas dan data pribadi, penyebaran virus atau malware, penipuan online (scamming), hingga distribusi konten pornografi atau kekerasan secara daring.34 Kejahatan ini memiliki karakteristik unik karena tidak memerlukan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban, bersifat lintas batas (borderless), dan seringkali sulit dilacak karena pelaku menggunakan identitas palsu serta menyembunyikan jejak digitalnya.
Kejahatan siber menjadi tantangan baru bagi sistem hukum karena terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Di samping itu, terdapat pula kejahatan kerah putih (white collar crime) yang umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki posisi strategis atau kekuasaan dalam suatu lembaga atau organisasi, dan menggunakan kedudukannya untuk melakukan pelanggaran hukum dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi tanpa menggunakan kekerasan fisik.
Contoh kejahatan kerah putih meliputi korupsi, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, insider trading, dan suap. Kejahatan jenis ini sering tidak terlihat

34Nurdin, M. (2020). Kejahatan Siber: Ancaman, Penanggulangan, dan Regulasi di Indonesia. Jakarta: Kencana.

[image: ]secara langsung oleh publik karena dilakukan dengan cara-cara administratif dan tampak legal dari luar, tetapi dampaknya bisa sangat besar terhadap perekonomian negara, kepercayaan publik, dan stabilitas institusi. Kejahatan kerah putih juga sulit diungkap karena pelaku sering memiliki pengaruh dan jaringan yang luas di dalam sistem hukum itu sendiri. Kejahatan politik merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan motif atau tujuan politik, baik oleh individu maupun kelompok, terhadap negara, pemerintah, atau institusi politik lainnya. Kejahatan ini bisa mencakup tindakan makar, penghasutan terhadap pemerintah yang sah, penyebaran kebencian berbasis ideologi, terorisme, maupun pengkhianatan terhadap negara. Meskipun dalam beberapa kasus kejahatan politik dilandasi oleh ideologi tertentu, tetap saja tindakan tersebut masuk dalam kategori kriminal apabila melanggar undang-undang dan mengancam stabilitas nasional.
Terorisme sebagai bagian dari kejahatan politik modern menjadi ancaman serius karena menggunakan kekerasan ekstrem untuk menyampaikan pesan politik dan menciptakan ketakutan publik secara luas. Kemudian, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga merupakan bentuk kejahatan modern yang mendapat perhatian serius karena menyangkut kelestarian alam dan keberlanjutan kehidupan manusia. Kejahatan ini meliputi penebangan liar (illegal logging), penambangan ilegal (illegal mining), pencemaran sungai atau laut oleh limbah industri, perburuan satwa langka, dan perusakan hutan konservasi. Meskipun seringkali dilakukan oleh korporasi atau pihak yang memiliki kekuasaan, kejahatan lingkungan berdampak sangat besar terhadap masyarakat luas, terutama masyarakat adat dan kelompok yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam.
Sayangnya, kejahatan ini sering sulit ditindak karena lemahnya penegakan hukum lingkungan dan adanya kepentingan ekonomi jangka pendek yang lebih

[image: ]diutamakan daripada keberlanjutan ekologis. Selain itu, terdapat pula kejahatan lintas negara (transnational crime) yang mencakup berbagai bentuk kriminalitas yang dilakukan secara internasional dan melibatkan pelaku dari lebih dari satu negara. Kejahatan ini meliputi perdagangan narkoba internasional, penyelundupan manusia, kejahatan perbankan global, cyber terrorism, serta penyelundupan barang antik atau artefak budaya. Penanganan kejahatan jenis ini memerlukan kerja sama antarnegara melalui interpol, perjanjian ekstradisi, dan forum internasional, karena pelaku kejahatan sering kali berpindah-pindah lintas batas hukum nasional untuk menghindari jeratan hukum.
Tak kalah penting untuk dibahas adalah kejahatan terhadap anak dan perempuan, yang merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi namun kurang dilaporkan. Kejahatan ini meliputi eksploitasi seksual anak, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, pelecehan seksual, hingga pernikahan paksa. Kejahatan terhadap kelompok rentan ini sering kali terjadi dalam lingkungan yang seharusnya aman, seperti keluarga, sekolah, atau tempat kerja, dan memiliki dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi indikator penting dalam penegakan hukum dan keadilan sosial.
4. Definisi Tingkat Kejahatan

Tingkat kejahatan (crime rate) adalah ukuran atau indeks yang menunjukkan jumlah atau frekuensi kejahatan yang terjadi dalam suatu wilayah atau populasi dalam periode waktu tertentu.35 Tingkat kejahatan memberikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana kejahatan terjadi dan seberapa serius masalah kriminal di suatu daerah.
Tingkat kejahatan, dalam kajian kriminologi maupun kebijakan publik,

35Muladi & Arief, B. N. (2020). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

[image: ]merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa sering kejahatan terjadi dalam suatu wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu, serta mencerminkan sejauh mana keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu oleh tindakan-tindakan kriminal. Pengertian tingkat kejahatan tidak sekadar mengacu pada jumlah kasus kejahatan yang tercatat oleh aparat penegak hukum, melainkan juga menyangkut intensitas, variasi, kecenderungan, dan penyebaran tindakan kriminal yang dapat dianalisis secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam perspektif yang lebih luas, tingkat kejahatan juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum, keadilan sosial, dan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.
5. Fungi Dan Tujuan Pengukuran Tingkat Kejahatan
Sebagai indikator keamanan masyarakat: Memantau tingkat keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat.
a. Alat evaluasi kebijakan penegakan hukum: Menilai efektivitas tindakan aparat hukum dan kebijakan pencegahan kejahatan.
b. Dasar	perencanaan	program	pencegahan	dan	penanggulangankejahatan: Menentukan prioritas dan strategi intervensi.
c. Mengidentifikasi tren dan pola kejahatan: Untuk memprediksi potensi kenaikan atau penurunan kasus kejahatan.
6. Tingkat Kejahatan Kekerasan

Sebagai mahkluk sosial manusia selalu berinterakasi dan membutuhkan sesama manusia dan makhluk lain dalam kehidupannya. Dalam memenuhi keperluan hidupnya, manusia bekerja, menikah, saling berkunjung, makan dan minum serta melakukan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya. Di sisi lain, sebagai individu, manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik perbedaan tujuan dan pandangan hidup, karakter, wilayah tempat asal, suku, agama,

budaya, kebiasaan, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (conflict of interest) dan menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (violence).
[image: ]Dalam sejarah kehidupan manusia kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Munculnya kekerasan sebagai akibat dari interaksi antar manusia, karena perbedaan kepentingan dalam berkehidupan sosial. Kejahatan merupakan hal yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena berkembang seiring dengan meningkatnya peradaban manusia. Keluarga adalah pondasi utama dari masyarakat. Setiap keluarga membawa impian untuk membangun lingkungan yang harmonis, penuh kasih, dan bahagia. Keluarga yang sehat adalah landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu anggota keluarga, serta kontribusi positif mereka terhadap masyarakat secara luas.
Namun, di balik impian tersebut, terdapat realitas yang menggambarkan betapa kompleksnya dinamika keluarga dalam menghadapi tantangan yang datang dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sebuah fenomena terisolasi, namun merupakan isu global yang mempengaruhi masyarakat dari berbagai latar belakang dan tingkat ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mengenal batas usia, jenis kelamin, atau status sosial.36 Ia merajalela dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik yang menyakiti tubuh secara langsung, kekerasan psikis yang menghancurkan kesejahteraan emosional, kekerasan ekonomi yang menghambat kemandirian finansial, dan kekerasan seksual yang merusak integritas seseorang.
Sudah merupakan kodrat bahwa manusia selalu hidup bersama dengan sesama

36Sulistyowati, R. (2021). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Gender dan Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.

manusia, dan secara alamiah tiap individu atau pribadi yang lain menyesuaikan atau menselaraskan dirinya dengan kehendak kelompok manusia dimana dia berada dan hidup bersama sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama itu, masyarakat sebagai suatu wadah atau lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan individu- individu yang ada dan hidup didalamnya..
[image: ]Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan, pada umumnya terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota anggotanya. Dalam masyarakat demokratis para warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan aturan dan memperluas penerapan penerapan aturan itu.37
7. Hakikat Tindakan Kekerasan

Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring) atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma,kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian. Kekerasan menurut kamus webster mendifinisikan ialah penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar dan keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Korban dimaksudkan ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Hakikat kekerasan juga tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial dan budaya

37Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

[image: ]yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan yang seharusnya ditolak justru menjadi hal yang dianggap normal atau bahkan diterima karena sudah membudaya dan diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, ada anggapan patriarkis bahwa suami berhak mendisiplinkan istri dengan kekerasan fisik atau verbal, dan hal tersebut seringkali tidak dianggap sebagai tindak pidana, melainkan sebagai urusan internal keluarga. Hal yang sama juga terjadi dalam sistem pendidikan yang keras, di mana tindakan pemukulan atau perendahan harga diri dianggap sebagai bentuk “pendisiplinan” demi kebaikan siswa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seringkali dilegalkan secara sosial, meskipun pada hakikatnya tetap merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan klasifikasi umum, tindak kekerasan dapat dibagi ke dalam berbagai jenis, yang masing-masing mencerminkan bentuk dan dampaknya terhadap korban. Kekerasan fisik, misalnya, mencakup pemukulan, penendangan, penyiksaan, pembakaran, dan segala bentuk tindakan yang menyebabkan luka atau kerusakan tubuh. Ini adalah bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali dan diidentifikasi, namun bukan satu-satunya bentuk yang berbahaya.
Kekerasan psikologis atau emosional mencakup tindakan-tindakan seperti penghinaan, intimidasi, ancaman, manipulasi, dan pengucilan sosial, yang meskipun tidak meninggalkan bekas secara fisik, dapat menyebabkan trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Kekerasan seksual mencakup semua bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi, dan perdagangan orang untuk tujuan seksual. Ada pula kekerasan ekonomi, yaitu tindakan yang menghambat atau mencabut akses korban terhadap sumber daya ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau penghasilan, yang biasanya

digunakan untuk mengendalikan atau membuat korban tergantung secara finansial. Terakhir, kekerasan struktural dan kultural merupakan bentuk kekerasan yang dilembagakan dalam sistem sosial, hukum, dan budaya, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, ketidaksetaraan gender, serta praktik-praktik adat yang merugikan martabat manusia.
8. Jenis Dan Bentuk Tindakan Kekerasan

[image: ]Kasus-kasus yang banyak terjadi seperti penculikan, penganiayaan, pelecehan, seksual, perkosaan. Bentuk kekerasan yakni pemukulan, penghinaan, dan pengucilan. Kekerasan kultural dan kekerasan struktural merupakan akar kekerasan langsung. Dengan kata lain, bentuk bentuk kekerasan langsung yang terjadi di sekolah seperti pemukulan, penganiayaan, dan penghukuman. kekerasan ini merupakan bentuk dari kekerasan langsung dimana siswa menjadi korban tindak kekerasan (victim of violence) akibat penerapan kurikulum pendidikan.
Jenis tindak kekerasan yang dialami anak-anak sebenarnya relatif bermacam - macam, mulai dari yang terkategori ringan dicaci-maki, dibentak, ditampar, dan sejenisnya sampai yang terkategori berat, dianiaya, diperkosa atau bahkan dibunuh. Tindak kekerasan fisik, sering kali paling mudah diamati karena menimbulkan luka fisik yang kentara. Luka atau penderitaan fisik yang dialami anak yang menjadi korban tindak kekerasan bisa berupa luka memar.38
9. Hakikat Pencegahan

Penanggulangan Permendikbud pasal 1 ketentuan umum No. 82 tahun 2015 mengemukakan “Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensi. Permendikbud pasal 1 ketentuan umum No. 82 tahun 2015 mengemukakan .

38Suyanto, B. (2010). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
10. Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan

[image: ]Faktor yang mempengaruhi ialah adanya kombinasi antara faktor pribadi atau intern dengan sosial atau lingkungan yang disebut faktor eksternal. Faktor internal yang utama adalah faktor niatnya sedangkan eksternal terdapat pada kesempatan. Sekolah bukan sekadar tempat untuk menuntut ilmu, melainkan pula untuk menanamkan karakter pada anak didiknya. Pendidikan karakter menjadi penting untuk ditanamkan mengingat orang yang berilmu tanpa berkarakter adalah sumber malapetaka dan kerusakan di negara kita. Maka dari itu, sekolah perlu merancang format dan menerapkan pendidikan karakter supaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya menjadi anak yang pintar, tetapi juga berintegritas tinggi, loyal, peduli terhadap sesama, hormat, taat aturan, dan bertanggung jawab.
Krisis psikologi yang berkaitan dengan dunia pendidikan adalah semakin banyaknya generasi muda Indonesia yang mudah putus asa, bahkan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, faktor-faktor yang berkaitan dengan perkelahian peserta didik yang mengakibatkan tindak kekerasan antar peserta didik di sekolah , terungkap bahwa alasan mereka berkelahi adalah karena faktor lawan yang memulai serta karena adanya istilah setia kawan. Sedangkan faktor yang paling berpengaruh dalam perkelahian adalah faktor teman, hubungan melebihi teman dan sahabat. Faktor lingkungan, malnutrisi, kemiskinan di kota besar, faktor sekolah seperti kesalahan mendidik, faktor kurikulum, keluarga yang tercerai berai, gangguan pada cara mengasuh anak karena adanya kematian orang tua, orang tua sakit atau cacat,  keluarga  tidak  harmonis,  orang  tua  sakit  jiwa,  atau  karena  adanya

ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri.
11. Upayah Pencegahan Dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan Permendikud pasal 8 No. 82 Tahun 2015 mengemukakan upaya pencegahan tindak kekerasan:
1) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan.

2) [image: ]Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan- kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan.
3) Wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan.
4) Wajib segera melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku.
5) Menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.
6) Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah di akses oleh peserta didik, orang tua/wali guru/tenaga pendidik, serta masyarakat.
Paling sedikit memuat:

a. Laman pengaduan.

b. Layanan pesan singkat.

c. Nomor telepon kantor polisi terdekat.

d. Nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat.

e. Nomor telepon sekolah.

Permendikud	No.	82	Tahun	2015	pasal	10	mengemukakan	upaya penanggulangan tindak kekerasan :
1. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan.
2. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku.
3. [image: ]Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasa peserta didik.
4. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proforsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan.
5. Berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan.
6. Serta	wajib	memberikan	rehabilitas	terhadap	peserta	didik	yang mengalami tindak kekerasan.
Upaya penanggulangan dapat juga dilakukan melalui pendekatan psiko pedagogis, yakni:
1. Pertama, penanaman nilai-nilai dasar yang kuat dalam diri setiap pribadi, terutama nilai-nilai yang bersumber pada nilai nilai agama. Tanpa nilai yang kuat, perilaku akan kurang terarah dan bermakna Dan sebaliknya.
2. Kedua, memiliki konsep diri yang jelas dan mantap bagi diri ideal maupun aktual. Lebih mantap lagi apabila tidak terdapat jarak yang terlalu jauh antara konsep diri ideal dengan konsep diri aktual.39
Hukum merupakan suatu sistem norma dan peraturan yang disusun oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat serta mengatur tingkah
39Horton, B. Paul & Chester, Hunt. L.,1984, Sosiologi: Jilid I, edisi ke 6; Terjemahan: Aminuddin Ram dan Tita Sobar; Erlangga, Jak

laku masyarakat demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.40 Dalam fungsinya yang luas, hukum tidak hanya bertindak sebagai alat untuk
[image: ]menyelesaikan konflik atau menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga berperan sangat penting sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.41 Dalam konteks ini, hukum tidak bersifat reaktif semata, melainkan juga memiliki dimensi proaktif yang bertujuan untuk membangun sistem sosial yang harmonis dan kondusif bagi kehidupan masyarakat.
Sebagai alat pencegahan kejahatan, hukum berfungsi mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang disepakati secara kolektif. Melalui ketentuan hukum yang tegas dan jelas, masyarakat dapat mengetahui mana perilaku yang dapat diterima dan mana yang dilarang, sehingga individu dapat mengendalikan tindakannya berdasarkan kesadaran akan adanya konsekuensi hukum. Dengan kata lain, hukum menciptakan kerangka acuan yang menjadi pedoman bertindak bagi setiap anggota masyarakat, yang pada gilirannya akan menurunkan potensi terjadinya tindakan kriminal.42
Pencegahan kejahatan melalui hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan edukatif, yaitu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui penyuluhan, pendidikan, dan sosialisasi hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, serta menyadari dampak hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat literasi hukum yang baik, kecenderungan untuk
melakukan pelanggaran hukum, termasuk kejahatan, akan lebih rendah karena mereka

40Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 10.
41Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 22.
42Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 25.

memahami risiko serta sanksi yang mungkin dihadapi.
[image: ]Selain itu, hukum juga memiliki peran preventif dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang adil, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang kerap kali terdorong melakukan kejahatan akibat tekanan ekonomi atau ketidakadilan sosial. Dengan adanya regulasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, seperti jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, serta program pengentasan kemiskinan yang berlandaskan hukum, maka potensi masyarakat untuk terjerumus dalam kejahatan akibat kondisi hidup yang sulit dapat dikurangi secara signifikan. Hukum, dalam hal ini, berperan sebagai pelindung dan pengaman sosial yang dapat menekan faktor-faktor penyebab kejahatan dari akarnya.43
Di samping itu, sistem hukum juga harus didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional, adil, dan memiliki integritas tinggi. Ketika aparat penegak hukum mampu menjalankan tugasnya secara adil dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan meningkat. Kepercayaan ini sangat penting dalam proses pencegahan kejahatan, karena masyarakat akan cenderung memilih jalur hukum ketimbang melakukan tindakan main hakim sendiri atau kejahatan sebagai jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Aparat penegak hukum juga perlu menjalankan fungsi pembinaan dan penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kejahatan tinggi dan kondisi sosial ekonomi yang rentan.
Lebih jauh lagi, hukum juga harus diterapkan secara merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik seseorang. Ketika hukum ditegakkan dengan adil dan tidak tebang pilih, maka masyarakat akan merasa bahwa hukum benar-benar

43Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 69..

berpihak pada keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan semata. Hal ini akan memperkuat efektivitas hukum Sebagai alat pencegahan kejahatan, karena masyarakat merasa terlindungi dan percaya bahwa setiap pelanggaran pasti mendapatkan konsekuensi yang setimpal.44
[image: ]Namun demikian, untuk menjadikan hukum sebagai alat pencegahan kejahatan yang efektif, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Masing-masing pihak memiliki peran strategis dalam menciptakan kesadaran hukum yang merata dan dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi kepatuhan terhadap hukum. Pemerintah, misalnya, bertanggung jawab merancang kebijakan hukum yang adil dan berpihak pada rakyat, sedangkan lembaga pendidikan bertugas menanamkan nilai-nilai hukum kepada generasi muda sejak usia dini.
Di lingkungan yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang sulit seperti yang terjadi di beberapa wilayah termasuk Kelurahan Kuala Silo Bestari, pencegahan kejahatan melalui hukum harus lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan akses terhadap keadilan. Hal ini penting mengingat banyak kasus kejahatan yang terjadi bukan semata-mata karena niat jahat, tetapi karena adanya tekanan hidup, pengangguran, ketimpangan sosial, dan minimnya akses terhadap pendidikan serta layanan hukum. Oleh karena itu, hukum sebagai alat pencegahan kejahatan juga harus bersifat adaptif terhadap realitas sosial dan tidak hanya mengandalkan pendekatan formalistik semata.45
Hukum memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah kejahatan melalui


44Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 33.

45J.E. Sahetapy (Ed.), Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 2020.

[image: ]pendekatan edukatif, preventif, dan protektif. Ia tidak hanya hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus aktif menciptakan kondisi yang membuat kejahatan tidak terjadi. Untuk itu, hukum harus ditegakkan secara adil, diterapkan dengan bijaksana, dan dijadikan instrumen pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang menjadi akar penyebab kejahatan. Ketika hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah kejahatan, maka masyarakat akan merasa lebih aman, tertib, dan sejahtera.
Hukum memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah kejahatan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan protektif. Ia tidak hanya hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus aktif menciptakan kondisi yang membuat kejahatan tidak terjadi. Untuk itu, hukum harus ditegakkan secara adil, diterapkan dengan bijaksana, dan dijadikan instrumen pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang menjadi akar penyebab kejahatan. Ketika hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah kejahatan, maka masyarakat akan merasa lebih aman, tertib, dan sejahtera.
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